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KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPEiBN KEPULAUAN SELAYAR

NoMoR:02ISDM.03.l-Kptl73o1/Sek-Kablll2o2l

PENUNJUKANOPERAToRSISTEMINFORMASIPENYELENGGARAPEMILU
(SIPP)DANTUNJANGANKINERJAPEGAWAILINGKUPSEKRETAzuAT

KOMISIPEMILIHANUMUMKABUPATENKEPULAUANSELAYAR
TAHUN 2O2I

TENTANG

1. Undang-Undang Nomor

Keuangan Negara RePublik

RePublik Indonesia Tahun

17 Tahun 2OO3 tentang

Ind"onesia (lrmbaran Negara

2003 Nomor 47, Ta:;rrbahan

SEKRETARISKoMISIPEMILIHANUMUMKAE}UPATENKEPULAUAI.ISEI,AYAR,

Menimbang I a. bahwa berdasarkan ketenfLlan peraturan presiden Nomor

126 Tahu n 2orr tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan

reformasi birokrasi yang efektif dipandang perlu

menunjuk/menetapkan Operator yang diberikan

kewenangan untuk mengelola Sistem Informasi

Penyelenggara Pemilu (SIPP) dan Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum KabuPaten KePulauan SelaYar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b' perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Operator Sistem

Informasi penyelengga-ra pemilu (sIpP) dan Tunjangan

Kinerja Pegawai Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2O2t '

Mengingat

Lembaran Negara Nomor a2861;

2. Undang.
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 lentang Aparatur

Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara

Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OlL tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2OIO-2O25;

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2077 tenlang

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahur: 2Ol7 Nomor 270);

6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 196);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 201 1 tentang

Penataan Sistem T\rnjangan Kinerja Pegawai Negeri;

B. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)'

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4

Nomor 142, Tambalta'n ['embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4450); 
1o.peraturan...
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Memperhatikan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20 1 1 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 12 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

52s8);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5135);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun

2O19 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisis Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Kabupaten/ Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2020;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O lentang Ttrgas, F\rngsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Nomor 95/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Kelas

Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihar Umum

Republik Indonesia Nomor 935/SDM.07-Kptl05/SJ/

I(ll l2Ol7 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum'

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Tahun Anggaran 2O2l Nomor SP DIPA-

07 6.O 1.2.659 I 40 I 2O2 | tanggal 23 November 2O20;

2.KePutusan"'

1
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KEDUA
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KEEMPAT
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2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 47 IKU .O1-Kptl02 ISJ ll l2O2l
tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang

dan/ atau Pelaksana Ttrgas (Plt) Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI

PENYELENGGARA PEMILU (SIPP) DAN TUNJANGAN

KINERJA PEGAWAI LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2021.

Menunjuk dan Menetapkan Saudara ABU THALIB,

NIP. 19701027 201212 1 004, Pangkat/Golangan Ruang

Pengatur Muda (II/b), Jabatan staf Sub. Bagian Keuangan,

Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Operator Sistem

Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) dan T\rnjangan

Kinerja Pegawai Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahwn 2O27-

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan yarrg berlaku.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-

076.0l.2.659140l2O2l tanggal 23 November 2O2O BagSan

Anggaran O76.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa

tanggungjawab.
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KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

N KEPULAUAN SELAYAR
. Bagian Hukum

-5-

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS KOMIS] PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ASMAR SUGIANTO

Ttd

Alang

SE

Nur
rE

?

o
Y

*

jdih.kpu.go.id/sulsel/kepulauanselayar


